BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR > TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA SECARA SERENTAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 8 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO ‘SE‘LATAN,;

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam"}Negeri ‘Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhlr dengan Peraturan Menteri
Dalam Negen Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara
Serentak, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Secara Serentak tidak sesuai lagi dengan ketentuan
perundang-undangan sehingga harus dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Peraturan daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
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Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara
Serentak;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5493);

UndangQUndaﬁgf~', Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Rep‘ublik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Uifidang#Unc:l\nang ‘Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah k(Lembar_an Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

Dengan Peréetujuan Bersama_

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Menetapkan

~dam
BUPATI BARITO SELATAN
MEMUTUSKAN :

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA
SERENTAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6
Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 6) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara
Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 8) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Diundangkan di Buntok
pada tanggal =~ 20 1iel 2022

k]

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 02,14 /2022.



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA SECARA SERENTAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 8 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

I. UMUM.

Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di
Kabupaten Barito Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Secara Serentak sebagalmana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Secara Serentak, dengan d1tetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa sehmgga subtansi Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak,
sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga
harus dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2.
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 7



